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ABSTRAK :  - Bahwa ketentuan mengenai kepabeanan di bidang ekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. Dalam 
rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan kegiatan kepabeanan di bidang ekspor, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 8 Tahun 1983 (LN 
Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 
Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 
No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 
4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan 
UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755), PP 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 
116, TLN No. 4886), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 145/PMK.04/2007. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan 
Pemberitahuan Pabean Ekspor. Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan oleh Eksportir atau 
kuasanya ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor 
dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean. Atas ekspor barang curah, 
Pemberitahuan Pabean Ekspor, dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. 
Terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan 
setelah pembayaran Bea Keluar. Dalam hal Barang Ekspor termasuk dalam kriteria Barang Ekspor 
Dengan Karakteristik Tertentu, pembayaran Bea Keluar dapat dilakukan setelah disampaikan 
Pemberitahuan Pabean Ekspor. Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan dalam bentuk tulisan di 
atas formulir atau data elektronik. Penelitian dokumen terhadap Barang Ekspor, dilakukan oleh 
sistem aplikasi pelayanan dan/atau Pejabat Bea dan Cukai, setelah Pemberitahuan Pabean Ekspor 
diajukan ke Kantor Pabean. Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud meliputi kebenaran dan 
kelengkapan pengisian data Pemberitahuan Pabean Ekspor, kelengkapan dokumen pelengkap 
pabean yang diwajibkan, kebenaran perhitungan Bea Keluar yang tercantum dalam bukti pelunasan 
Bea Keluar dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar, dan pemenuhan ketentuan umum di bidang 
ekspor. Dalam hal tertentu, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor. 
Eksportir wajib menyimpan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah didaftarkan dalam media 
elektronik dan/atau hasil cetak Pemberitahuan Pabean Ekspor serta lembar asli dokumen pelengkap 
pabean, selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 September 2011 dan diundangkan pada tanggal 7 
September 2011. 

    

 


